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A. LATAR BELAKANG 
 

 Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 

(Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi 

setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga 

diperlukan pengembagan dan penerapan system pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

 Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi 

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP).  

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Publik, maka 

disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan 

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 LKjIP Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban 

akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Direktorat yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun. 

I.I.I.I. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    
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 Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan 

dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun 2019 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal 

tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 

2019. 

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II adalah sebagai 

unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana, Penggunaan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Direktorat 

Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 

2019 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, 

dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, 

rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, 

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan 

dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan. 

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan 

Wilayah Pengelolaan Hutan, satker juga melaksanakan fungsi sebagai 

berikut : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana 

makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, 

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan 

dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan; 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana 

makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, 



Laporan Kinerja Instansi Pemerimtah  DIT-RPP 2019(LKjIP) 
3 

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan 

dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan; 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian 

penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan 

hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan 

wilayah pengelolaan; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan 

teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, 

pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah 

pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi 

penggunaan dan wilayah pengelolaan; 

5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana 

makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, 

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan 

dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan; 

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat. 

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor SK.4079/MenLHK-Setjen/Peg/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang 

Penataan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan akhir bulan 

Desember 2019 jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 85 orang PNS (2 orang 

diperbantukan di Lembaga Forest Investment Program). Selain itu juga 

terdapat 14 orang Tenaga Kontrak.  

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.  
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Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2019 

No Unit Kerja 

Golongan 

Jumlah IV III II I Tenaga 
Kontrak 

1. Direktur Rencana, Penggunaan dan 
Pembentukan Wilayah Pengelo 

laan Hutan 

1 - - - - 1 

2. Sub Direktorat  Rencana Makro 
Kehutanan  

4 12  - 1 17 

3. Sub Direktorat  Rencana Kawasan 
Hutan  

2 9  - - 11 

4. Sub Direktorat Pengendalian 
Penggunaan Kawasan Hutan 

1 14 - - 1 16 

5. Sub Direktorat Pembentukan Wilayah 
dan Alokasi Pemanfaatan SDH 

4 9 - - 4 17 

6. Sub Direktorat Informasi Spasial dan 
Dokumentasi 

2 21 1 - - 24 

7. Sub Bagian Tata Usaha - 5 0 - 8 13 

Total 14 70 1  14 99 

 
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2019 

No Unit Kerja 
Pendidikan 

Jml 

Jenis 
Kelamin 

S3 S2 S1 D3 SMU L P 

1. Direktur Rencana, Penggunaan 
dan Pembentukan Wilayah 
Pengelolaan Hutan 

 1    1  1 

2. Sub Direktorat  Rencana Makro 
Kehutanan  

1 3 8 3 1 16 6 10 

3. Sub Direktorat  Rencana 
Kawasan Hutan  

 4 4 1 2 11 10 1 

4. Sub Direktorat Pengendalian 
Penggunaan Kawasan Hutan 

 6 7  2 15 9 6 

5. Sub Direktorat Pembentukan 
Wilayah dan Alokasi 
Pemanfaatan SDH 

 7 5 1  13 7 6 

6. Sub Direktorat Informasi Spasial 
dan Dokumentasi 

 5 16 3  24 9 15 

7. Sub Bagian Tata Usaha   3  2 5 2 3 

Total 1 26 43 8 7 85 43 42 

Ket : Jumlah Pegawai Tanpa Tenaga Kontrak  
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D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI 
 

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai 

tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang 

besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, serta 

sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan 

yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan pada kolom di 

bawah ini: 

Kekuatan : Kelemahan : 

- Koordinasi antar subdit yang 

memadai 

- Tersedianya dokumen RKTN 

- Tersedianya sistem informasi untuk 

mendorong pemegang izin 

melaporkan kegiatan dan 

pemenuhan kewajiban yang telah 

dilaksanakan secara online 

- Tersedianya Perdirjen PKTL tentang 

penyelenggaraan Sinpasdok KPH 

- Penyelenggaraan Sinpasdok KPH 

dengan berbagi peran, tersebar di 

tingkat  tapak dan terkendali di 

pusat 

- Sarana dan Prasarana yang 

kurang  memadai 

- Terbatasnya SDM baik dari jumlah 

maupun keahlian  

- Kurangnya dukungan Anggaran 

- Kurang tersedianya ruangan yang 

nyaman untuk bekerja, salah 

satunya adalah buruknya kondisi 

AC sentral KLHK di ruangan yang 

mengganggu kesehatan pegawai) 

- Tumpang tindih peraturan di 

bidang kehutanan 

- Belum ada penyesuaian aturan 

penatausahaan PNBP-PKH dengan 

adanya beberapa perubahan 

peraturan perundangan yang baru 

 

Peluang : Tantangan/Ancaman : 

- Isu mengenai agraria pada kawasan 

hutan 

- Terjalinnya koordinasi lintas sektor 

dengan kementerian/lembaga (K/L) 

sehingga memudahkan informasi 

- Peran kelembagaan Direktorat 

Rencana, Penggunaan, dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan 

- Klaim lahan oleh masyarakat 

Pemda atas lahan di dalam 

Kawasan Hutan secara Non 

Prosedural 

- Maraknya yudisial review atas 

peraturan di Bidang Kehutanan 

- Perbedaan persepsi antara 

instansi pemerintah mengenai 
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Peluang : Tantangan/Ancaman : 

Hutan sangat strategis 

- Terjalinnya koordinasi yang sinergi 

dan harmonis dengan seluruh 

Pemerintah Provinsi di Indonesia 

- Sinpasdok KPH dijadikan Acuan 

data nasional KPH untuk 

perencanaan pembangunan KPH 

oleh Bappenas dan Birocan KLHK 

- Adanya kebutuhan wadah 

komunikasi data, informasi dan 

berbagi pengalaman sebagai 

pembelajaran dalam pengelolaan 

KPH 

- Duplikasi data KPH antar eselon 1 

- Terdapat dana PNBP –PKH yang 

belum pernah digunakan  

- Ketersediaan geodatabase IPPKH 

yang komprehensif 

kawasan hutan 

- Tidak ada penghargaan bagi 

walidata Sinpasdok KPH yang 

berprestasi 

- Resistensi dari unit kerja lain yang 

membangun sistem informasi KPH 

- Pemahaman unit kerja dapat 

bersinergi membangun sistem 

informasi KPH yang komprehensif 

dan berkualitas menjawab 

kebutuhan pengguna 

- Ada beberapa wajib bayar PNBP-

PKH tidak melaksanakan 

kewajiban pembayaran PNBP-PKH 

belum diproses tindak lanjut 

pengakhiran IPPKH-nya 

- Berdasarkan UU No. 9 tahun 2018 

tentang PNBP ada tugas baru 

KLHK ( PKTL,RPP, Subdit  

Infodok) terkait pemberian 

rekomendasi penundaan dan 

pengangsuran pembayaran PNBP-

PKH yang dimohon oleh wajib 

bayar yang mana sebelumnya 

merupakan kewenangan 

Kemenkeu 

- KSP untuk IPPKH, terdapat 

beberapan dokumen  tatabatas 

yang belum dapat ditemukan dan 

masih terdapat tatabatas yang 

menggunakan koordinat lokal 

yang sulit untuk dilacak. 
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A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)   

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan 

dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah memastikan 

kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan 

sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan 

sebagai berikut : 

1. Mempercepat pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi 

Sumber Daya Hutan, penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan dan tata 

batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan 

penetapan seluruh kawasan hutan, integrasi perencanaan kawasan 

hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan keterbukaan data dan 

informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, 

penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat 

tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur; 

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap 

sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS daya dukung daya 

tampung, service pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau). 

 Untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata 

lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa kegiatan, yang 

mana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat 

dicapai oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut :  

1. Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 

Provinsi; 

II. PERENCANAAN KINERJA 
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2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan Ketahanan 

Pangan, Energi dan Air dengan Layanan Minimal 80%. 

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituang dalam Renstra 

Direktorat Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-
2019 

Sasaran 

Kegiatan 
Indikator Unit Kegiatan Unit Indikator Target Kumulatif 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pembentukan 

409 unit KPH 

serta 

Penataan 

Ruang 

Wilayah 34 

Provinsi 

Jumlah 

Provinsi yang 

memiliki 

peta arahan 

pemanfaatan 

yang 

terupdate 

setiap tahun, 

34 provinsi 

Penyusunan dan 

update peta 

arahan 

pemanfaatan 

hutan mendukung 

KPH, 34 Provinsi 

Tersedianya peta 

arahan 

pemanfaatan hutan 

mendukung KPH di 

34 Provinsi 

34 Prov 34 Prov 

(update) 

34 Prov 

(update) 

34 Prov 

(update) 

34 Prov 

(update) 

Monitoring dan 

evaluasi arahan 

pemanfaatan 

hutan di 34 

Provinsi 

Terselenggaranya 

monitoring dan 

evaluasi arahan 

pemanfaatan hutan 

di 34 Provinsi 

34 Prov 34 Prov 34 Prov 34 Prov 34 Prov 

  Jumlah KPH 

yang 

memiliki 

peta 

penetapan 

dan 

kelembagaan 

KPH 

Penyusunan peta 

penetapan dan 

kelembagaan 409 

KPH 

Tersedianya peta 

penetapan dan 

kelembagaan 409 

KPH 

109 KPH  100 KPH 

(209 KPH) 

100 KPH 

(309 KPH) 

92KPH(409 

KPH) 

-           

(409 KPH) 

  Pengendalian 

prakondisi 

pembangunan 409 

KPH 

Terselenggaranya 

pengendalian 

prakondisi 

pembangunan 409 

KPH 

109 KPH  100 KPH 

(209 KPH) 

100 KPH 

(309 KPH) 

100 KPH 

(409 KPH) 

-           

(409 KPH) 

  Seluruh KPH 

terintegrasi 

dalam RKTN, 

RKTP dan 

RKTK 

Pengendalian 

perencanaan 

makro kawasan 

hutan mendukung 

600 KPH 

Terselenggaranya 

Pengendalian 

Perencaaan Makro 

Kawasan Hutan 

Mendukung KPH 

258 KPH 100 KPH 

(358 KPH) 

100 KPH 

(458 KPH) 

34 Prov 

KPH (600 

KPH) 

-           

(600 KPH) 

    Pemantauan 

penyusunan 

rencana dan 

kegiatan 

kehutanan 

provinsi 

Terpantauya 

penyusunan 

rencana dan 

kegiatan kehutanan 

di 34 provinsi 

34 Prov 34 Prov 34 Prov 34 Prov 34 Prov 
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Tabel 3 Lanjt. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2015-2019 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Unit Kegiatan Unit Indikator Target Kumulatif 

Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan 
2015 2016 2017 2018 2019 

  Seluruh KPH 

terintegrasi 

dalam RTRWN, 

RTRWP, dan 

RTRWK 

Pengendalian 

Penataan Ruang 

Kawasan Hutan 

mendukung 600 

KPH 

Terselenggaranya 

Pengendalian 

Penataan Ruang 

Kawasan Hutan 

Mendukung 600 

KPH 

258 KPH 100 KPH 

(358 KPH) 

100 KPH 

(458 KPH) 

142 KPH 

(600 KPH) 

        (600 

KPH 

update)  

    Penyelesaian 

usulan 

permohonan 

perubahan 

kawasan hutan 

dalam rangka 

review RTRWP 

Terselesaikannya 

usulan 

permohonan 

perubahan 

kawasan hutan 

dalam rangka 

review RTRWP 

100% 100% 100% 100% 100% 

  Regulasi 

Penataan 

Ruang 

Kawasan 

Hutan 

Penyusunan/ 

penyempurnaan 

regulasi terkait 

penataan ruang 

kawasan hutan 

Tersedianya 

regulasi terkait 

penataan ruang 

kawasan hutan 

- 50% 100% - - 

Penggunaan 

Kawasan 

Hutan dalam 

rangka 

Meningkatkan 

Ketahanan 

Pangan, 

Energi, dan Air 

dengan 

Layanan 

Minimal 80% 

Seluruh 

Permohonan 

Penggunaan 

Kawasan 

Hutan Selesai 

100% 

Pengendalian 

penggunaan 

kawasan hutan 

Terselenggaranya 

pengendalian 

penggunaan 

kawasan hutan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Verifikasi dan 

pemantauan 

pembayaran 

PNBP 

penggunaan 

kawasan hutan 

minimal 80% 

Terselenggaranya 

verifikasi dan 

pemantauan 

pembayaran PNBP 

penggunaan 

kawasan hutan 

80% 

80% 80% 80% 80% 80% 

Tersedianya 

sistem 

informasi 

spasial dan 

dokumentasi 

penggunaan 

kawasan 

hutan dan 

pembentukan 

wilayah 

pengelolaan 

hutan 

Penyusunan dan 

pengembangan 

sistem informasi 

spasial dan 

dokumentasi, 

pemanfaatan 

ruang kawasan 

hutan, 

penggunaan 

kawasan hutan 

dan 

pembentukan 

wilayah 

pengelolaan 

hutan 

Tersedianya data 

dan informasi 

spasial dan 

dokumentasi 

pemanfaatan 

ruang kawasan 

hutan, 

penggunaan 

kawasan hutan 

dan pembentukan 

wilayah 

pengelolaan hutan 

3 Judul 3 Judul 3 Judul 3 Judul 3 Judul 
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Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Unit Kegiatan Unit Indikator Target Kumulatif 

Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya  

Data Areal 

Perhutanan 

Sosial Wilayah 

Jawa 

Tersedianya 

Data Areal  

Perhutanan 

Sosial Wilayah 

Jawa 

Penyediaan Data 

Areal  

Perhutanan 

Sosial Wilayah 

Jawa 

Tersedianya Data 

Areal  Perhutanan 

Sosial Wilayah 

Jawa 

   4 provinsi 4 

provinsi 

Terfasilitasinya 

penyusunan 

RPHJP KPH 

Jumlah KPH 

yang 

mempunyai 

kemampuan 

RPHJP 

Fasilitasi 

Penyusunan 

RPHJP ( Coaching 

klinik 

Penyusunan 

RPHJP) 

Terlaksananya  ( 

Coaching klinik 

RPHJP) 

    15 

Provinsi 

 

B. RENCANA KERJA (RENJA) 

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan 

Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahun 

keempat Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019. Adapun Rencana Kerja kegiatan 

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan 

Hutan Tahun 2019 ditampilkan pada table di bawah ini : 
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Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2019 

No. Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Target (Volume) 

1. 
Tersedianya Peta  Penetapan 

dan Kelembagaan KPH 

Jumlah KPH yang memiliki 

peta penetapan dan 
kelembagaan 

409 KPH ( update) 

 
 

Forest Investment Program 
Promoting Sustainable 

Community Based Natural 
Resource Management and 

Institutional Development 
Project 

1 Laporan 

2. 
Pembentukan Unit KPH Serta 

penataan ruang wilayah 34 

Provinsi 

Jumlah Provinsi yang 
memiliki peta arahan 

pemanfaatan hutan yang 

terupdate setiap tahun 

34 Provinsi 

 Seluruh KPH terintegrasi 

dalam rencana tata ruang 
wilayah 

34 Provinsi 

 
 

Seluruh  KPH terintegrasi 

dalam RKTN, RKTP dan 
RKTK 

600 KPH ( Update) 

 
 

Penguatan Peraturan 
Perundang-undangan dan 

kelembagaan KPH 

4 Provinsi 

3. 
Terlayaninya permohonan 

Penggunaan Kawasan Hutan 

Khususnya Dalam rangka 

ketahanan energi 

Seluruh permohonan 

penggunaan kawasan hutan 

yang memenuhi syarat dan 
ketentuan diproses 

penerbitan izinnya sesuai 
peraturan yang berlaku 

100 %  

( 300 permohonan) 

4. 
Tersedianya data dan 

informasi spasial dan 

dokumentasi Pemanfaatan 

Ruang Kaw. Hutan PKH dan 

PWPH 

Data dan informasi spasial 
dan dokumentasi 

pemanfaatan ruang kawasan 
hutan ,PKH dan PWPH  

3 Dokumen 

 
 

Layanan Internal organisasi 1 Layanan 

5 
Tersedianya Data Areal 

perhutanan sosial Jawa 

Data Areal Perhutanan Sosial 
Jawa 

4 Prov 

6 
Terfasiltasinya penyusunan 

RPHJP KPH 

Jumlah KPH yang memiliki 

kemampuan RPHJP 

15 Prov 

7 
Dukungan Manajemen 

Kegiatan RPPWPH sesuai 

kerangka reformasi birokrasi 

untuk menjamin kinerja yang 

optimal : SAKIP dgn nilai 

minimal  78, 00 ( A) di tahun 

2019 

Tata kelola pemerintahan 
yang baik di lingkungan 

Direktorat 

1  Layanan 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerimtah  DIT-RPP 2019(LKjIP) 
12 

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat 

Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 

berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks 

Rencana Kerja Tahun 2019  pada Lampiran 1. 

C. PERJANJIAN KINERJA  

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan 

Hutan Tahun 2019, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan 

melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut : 

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan 

Sasaran  Kegiatan  Indikator  Kinerja  Target  

(1) (2) (3) 

Pembentukan Unit KPH 
serta penataan ruang 

wilayah, 34 Prov 

Jumlah KPH Terintergrasi dalam RKTN, RKTP 
dan RKTK 

600 KPH            
( Update ) 

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan 

Sasaran  Kegiatan  Indikator  Kinerja  Target  

(1) (2) (3) 

Pembentukan Unit KPH 
serta penataan ruang 

wilayah, 34 Prov  

Seluruh KPH terintergrasi dalam rencana tata 
ruang wilayah  34 Provinsi 

Tersedianya data areal 
perhutanan sosial wilayah 
Jawa 

Data areal perhutanan sosial wilayah Jawa 4 Provinsi 

Layanan Internal 
Organisasi 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis 
lainnya 

1 Kegiatan 

Layanan Perkantoran 
  
  

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1 Layanan 

Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor Dit 
RPP 

 

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 

Sasaran  Kegiatan  Indikator  Kinerja  Target  

(1) (2) (3) 

Terlayaninya 
permohonan 
penggunaan kawana 
hutan khususnya dalam 
rangka ketahanan energi 

Persentase Permohonan penggunaan kawasan 
hutan memenuhi syarat dan ketentuan diproses 
penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku  
( 300 permohonan )  

100% 
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Tabel 8.  Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi  

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 

Sasaran  Kegiatan  Indikator  Kinerja  Target  

(1) (2) (3) 

Tersedianya Peta 
Penetapan dan 

kelembagaan KPH   

Jumlah KPH yang memiliki Peta penetapan dan 
kelembagaan KPH  409 KPH 

 Forest Investment Program-Project 2 (FIP) 1 Laporan  

Pembentukan Unit KPH 

serta penataan ruang 
wilayah, 34 Prov 

Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan 

pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun 

34 Prov 

 Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan 
kelembagaan KPH 

4 Provinsi 

Terfasiltasinya penyusunan 

RPHJP KPH 

Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP 15 Prov 

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi 

Sasaran  Kegiatan  Indikator  Kinerja  Target  

(1) (2) (3) 

Verifikasi dan 
pemantauan 
pembayaran PNBP 
Penggunaan kawasan 
hutan 

Verifikasi Dan Pemantauan Pembayaran PNBP 
Penggunaan Kawasan Hutan Minimal  

80% 

Tersedianya Data dan  
Informasi Spasial dan 
Dokumentasi 
Pemanfaatan Ruang 
Kawasan Hutan, 
Penggunaan Kawasan 
Hutan dan 
Pembentukan Wilayah 
Pengelolaan Hutan 

Data dan  Informasi Spasial dan Dokumentasi 
Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan 
Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah 
Pengelolaan Hutan  

3 Dokumen 

 

D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat 

Rencana, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 

mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, dan Renja Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019,  Renstra Tahun 2015-2019 

dan Renja Tahun 2019 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan 

Wilayah Pengelolaan Hutan, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan dokumen 
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lainnya. Terdapat revisi dokumen parjanjian kinerja yang disebabkan 

adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon 

III dan IV). Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada 

dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan. 

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang 

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 

telah disetujui pada tanggal 5 Desember 2018, dengan total anggaran DIPA 

Revisi 5 ( tanggal 19 Desember 2019 ) sebesar Rp. 49.242.011.000,- yang 

terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.9.030.186.000,- dan dana Hibah 

Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 40.211.825.000,-. Dana HLN ini merupakan 

hibah dari Forest Investment Program (FIP) Proyek II “Promoting 

Sustainable Community Based Natural Resources Management and 

Institutional Development Project” yaitu kerjasama antara Direktorat 

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan World Bank 

dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Tujuan proyek persiapan ini 

adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan 

stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata 

pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH). 
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

1. Metode Pengukuran 

a. Pengukuran Kinerja Sasaran 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini 

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna 

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran.  

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode 

sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas 

dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan 

untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan rumus: 

  
 

 

 

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan 

membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) 

suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun 

sebelumnya dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

III.III.III.III. AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA    

   Realisasi 

      Capaian Kinerja      = ------------ X 100% 

  Rencana 

    Efektifitas           % Capaian Kinerja Tahun Ybs  

     Capaian    =  -------------------------------------------------   

      Kinerja          % Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya 
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Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna 

terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna 

efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. 

Apabila rasio yang dihasilkan< 1, menunjukan bahwa terjadi penurunan 

efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan 

pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja 

yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra. 

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan 

membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase 

realisasi anggarannya dengan rumus: 

 

 

 

 

 

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian 

setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-

hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu 

kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan 

program/kegiatan di masa yang akan datang.  

 

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja 

a. Capaian Kinerja Sasaran 

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian 

kinerja sasaran IKK Direktorat  Rencana, Penggunaan dan Pembentukan 

Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 rata-rata tercapai 100% untuk 

setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.  

    Efisiensi         % Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs  

     Capaian    =  -------------------------------------------------   

      Kinerja           % Capaian Keuangan Tahun Ybs 
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Tabel 10. Capaian IKK Tahun 2019 

Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

(Volume) 

Realisasi 

(Volume) 

% 

Capaian 

Tersedianya Peta  
Penetapan dan 

Kelembagaan KPH 

Jumlah KPH yang memiliki 
peta penetapan dan 

kelembagaan 

409 KPH 
(Update) 

420 KPH ( 
update  

102 

Forest Investment 

Program Promoting 
Sustainable Community 

Based Natural Resource 
Management and 

Institutional Development 
Project 

1 Laporan 1 Laporan 100 

Pembentukan Unit KPH 
Serta penataan ruang 

wilayah 34 Provinsi 

Jumlah Provinsi yang 
memiliki peta arahan 

pemanfaatan hutan yang 
terupdate setiap tahun 

34 Prov 34 Prov 100 

 Seluruh KPH terintegrasi 

dalam rencana tata ruang 
wilayah 

34 Prov 

 

34 Prov 100 

 Seluruh KPH terintegrasi 
dalam RKTN, RKTP dan 

RKTK 

600 KPH 
(Update) 

390 65 

 Penguatan Peraturan 
Perundang- undangan dan 

kelembagaan KPH  

4 Prov 4 Prov 100 

Terlayaninya 

permohonan 

Penggunaan Kawasan 

Hutan Khususnya Dalam 

rangka ketahanan energi 

Seluruh permohonan 

penggunaan kawasan 
hutan yang memenuhi 

syarat dan ketentuan 
diproses penerbitan 

izinnya sesuai peraturan 

yang berlaku 

100 %  

 

100% 100 

Tersedianya data dan 

informasi spasial dan 

dokumentasi 

Pemanfaatan Ruang 

Kaw. Hutan PKH dan 

PWPH 

Data dan informasi spasial 
dan dokumentasi 

pemanfaatan ruang 
kawasan hutan ,PKH dan 

PWPH  

3 Dokumen 3 Dokumen 100 

 Layanan Internal 
organisasi 

1 Layanan 1 Layanan 100 

Tersedianya Data Areal 

perhutanan sosial Jawa 

Data Areal Perhutanan 
Sosial Jawa 

4 Prov 4 Prov 100 

Terfasilitasinya 

penyusunan RPHJP KPH 

Fasilitasi penysunan RPHJP 

KPH ( Coaching Klinik 
Penyusunan RPHJP) 

 

15 Prov 15 Pov 100 

Dukungan Manajemen 

Kegiatan RPPWPH sesuai 

kerangka reformasi 

birokrasi untuk 

menjamin kinerja yang 

optimal : SAKIP dgn nilai 

Tata kelola pemerintahan  
yang baik di lingkungan  

Direktorat  Rencana, 
Pengunaan dan 

Pembentukan  Wilayah 
Pengelolaan Hutan sesuai 

kerangka reformasi  
birokrasi untuk menjamin  

1  Layanan 1 Layanan 100 
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Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 

(Volume) 

Realisasi 

(Volume) 

% 

Capaian 

minimal  78, 00 ( A) di 

tahun 2019 

kinerja yang optimal 

 

b. Efektifitas Capaian Kinerja  

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan Pada tahun 2019 juga mempunyai capaian kinerja 

sebesar rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun 

sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1, yang 

berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2019 sama dengan tahun 

sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana, Penggunaan 

dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang 

telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan 

Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 11 di 

bawah ini.  

Tabel 11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2019 

Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

% 

Capaian  

Tahun 

2018 

% 

Capaian  

Tahun 

2019 

Efektifitas 

Capaian 

Kinerja 

Tersedianya Peta  
Penetapan dan 
Kelembagaan KPH 

Jumlah KPH yang memiliki peta 
penetapan dan kelembagaan KPH 

93,47 102 1,09 

 Forest Investment Program 
Promoting Sustainable Community 
Based Natural Resource 
Management and Institutional 
Development Project 

100 100 1,00 

Pembentukan 409 unit 
KPH serta Penataan 
Ruang Wilayah 34 Provinsi 

Jumlah Provinsi yang memiliki peta 
arahan pemanfaatan hutan yang 
terupdate setiap tahun 

100 100 1,00 

Jumlah KPH terintegrasi dalam 
rencana tata ruang wilayah 

100 100 1,00 

Jumlah KPH terintegrasi dalam 
RKTN, RKTP dan RKTK 

94,11 65 0,69 

 
Penguatan Peraturan Perudang-
undangan dan Kelembagaan KPH  

0 100 - 
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Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

% 

Capaian  

Tahun 

2018 

% 

Capaian  

Tahun 

2019 

Efektifitas 

Capaian 

Kinerja 

Terlayaninya permohonan 

Penggunaan Kawasan 

Hutan Khususnya Dalam 

rangka ketahanan energi 

Persentase permohonan 
penggunaan kawasan hutan yang 
memenuhi syarat dan ketentuan 
diproses penerbitan izinnya sesuai 
peraturan yang berlaku 

100 100 1,00 

Tersedianya data dan 

informasi spasial dan 

dokumentasi 

Pemanfaatan Ruang 

Kaw. Hutan PKH dan 

PWPH 

Data dan informasi spasial dan 
dokumentasi pemanfaatan ruang 

kawasan hutan ,PKH dan PWPH  

100 100 1,00 

 Layanan Internal organisasi 100 100 1,00 

Tersedianya Data Areal 

perhutanan sosial Jawa 

Data Areal Perhutanan Sosial 
Jawa 

100 100 1,00 

Terfasilitasinya 

penyusunan RPHJP KPH 

Fasilitasi penysunan RPHJP KPH ( 

Coanching Klinik Penyusunan 
RPHJP) 

 

0 100 - 

Dukungan Manajemen 

Kegiatan RPPWPH 

sesuai kerangka 

reformasi birokrasi 

untuk menjamin kinerja 

yang optimal : SAKIP 

dgn nilai minimal  78, 

00 ( A) di tahun 2019 

Layanan perkantoran 
(operasional dan pemeliharaan 

kantor) 

100 100 1,00 

 

c. Efisiensi Capaian Kinerja  

Tabel 12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2019 

Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

% Capaian 

Fisik Tahun 

2019 

% Capaian 

Keuangan 

Tahun 2019 

Efesiensi 

Capaian 

Kinerja 

Tersedianya Peta  
Penetapan dan 
Kelembagaan KPH 

Jumlah KPH yang memiliki peta 
penetapan dan kelembagaan KPH 

100 99,91 1,00 

 Forest Investment Program Promoting 
Sustainable Community Based Natural 
Resource Management and 
Institutional Development Project 

88,04 73,96 1,19 

Pembentukan 409 unit 
KPH serta Penataan 
Ruang Wilayah 34 Provinsi 

Jumlah Provinsi yang memiliki peta 
arahan pemanfaatan hutan yang 
terupdate setiap tahun 

100 99,91 1,00 
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Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

% Capaian 

Fisik Tahun 

2019 

% Capaian 

Keuangan 

Tahun 2019 

Efesiensi 

Capaian 

Kinerja 

 

Jumlah KPH terintegrasi dalam 
rencana tata ruang wilayah 

100 93,27 1,07 

 

Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, 
RKTP dan RKTK 

100 99,69 1,00 

 

Penguatan Peraturan  Perundang-
undangan dan kelembagaan KPH 

100 99,87 1,00 

Terlayaninya permohonan 

Penggunaan Kawasan 

Hutan Khususnya Dalam 

rangka ketahanan energi 

 

Persentase permohonan penggunaan 
kawasan hutan yang memenuhi syarat 
dan ketentuan diproses penerbitan 
izinnya sesuai peraturan yang berlaku 

100 98,87 1,01 

Tersedianya data dan 

informasi spasial dan 

dokumentasi Pemanfaatan 

Ruang Kaw. Hutan PKH 

dan PWPH 

Data dan informasi spasial dan 
dokumentasi pemanfaatan ruang 

kawasan hutan ,PKH dan PWPH  
100 98,35 1,01 

 Layanan Internal organisasi 100 97,09 1,02 

Tersedianya Data Areal 

perhutanan sosial Jawa 

Data Areal Perhutanan Sosial 
Jawa 

100 95,93 1,04 

Terfasilitasinya 

penyusunan RPHJP KPH 

Fasilitasi penysunan RPHJP KPH ( 

Coanching Klinik Penyusunan 
RPHJP) 

 

100 99,87 1,00 

Dukungan Manajemen 

Kegiatan RPPWPH 

sesuai kerangka 

reformasi birokrasi 

untuk menjamin kinerja 

yang optimal : SAKIP 

dgn nilai minimal  78, 

00 ( A) di tahun 2019 

Layanan perkantoran (operasional 

dan pemeliharaan kantor) 

100 95,30 1,04 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana, 

Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien 

dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang 
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menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efesiensi capaian 

kinerja rata-rata lebih dari 1.  

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2018 Terharap Target Renstra  

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 5 

Tahun 

(Renstra) 

REALISASI Total 

Realisasi 

s.d Tahun 

2019 

% 

Realisasi 

Kumulatif 

Terhadap 

Target 5 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tersedianya 
Peta  
Penetapan 
dan 
Kelembagaan 
KPH 

Jumlah KPH 
yang memiliki 
peta penetapan 
dan 
kelembagaan 
KPH 

409 KPH 114 KPH 100 KPH 100 KPH 86 KPH 20 KPH  420 KPH 

Update 

102,68 

 Forest 
Investment 
Program 
Promoting 
Sustainable 
Community 
Based Natural 
Resource 
Management 
and Institutional 
Development 
Project 

3 Laporan -  1 1 1 3 100 

Pembentukan 
409 unit KPH 
serta 
Penataan 
Ruang 
Wilayah 34 
Provinsi 

Jumlah Provinsi 
yang memiliki 
peta arahan 
pemanfaatan 
hutan yang 
terupdate setiap 
tahun 

34 Prov  34 Prov 34 Prov     

( Update) 

34 Prov     

( Update) 

34 Prov     

( Update) 

34 Prov     

( Update 

34 Prov     

( Update 

100 

 

Jumlah KPH 
terintegrasi 
dalam rencana 
tata ruang 
wilayah 

600 KPH   

( 34 Prov)  

265 KPH 336 KPH 208 KPH 108 KPH - 652  KPH 108,67 

 

Jumlah KPH 
terintegrasi 
dalam RKTN, 
RKTP dan 
RKTK 

600 KPH   

( 34 Prov) 

185 KPH 

(185 

KPH) 

20 KPH 

(205 

KPH) 

127 KPH 

(332 

KPH) 

58 KPH 

390 

KPH) 

390 KPH 390 KPH 65 

Terlayaninya 

permohonan 

Penggunaan 

Kawasan 

Hutan 

Khususnya 

Dalam rangka 

ketahanan 

energi 

 

Persentase 
permohonan 
penggunaan 
kawasan hutan 
yang memenuhi 
syarat dan 
ketentuan 
diproses 
penerbitan 
izinnya sesuai 
peraturan yang 
berlaku 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 

Tersedianya 

data dan 

informasi 

Data dan 
informasi spasial 
dan 
dokumentasi 
pemanfaatan 

15 Judul  3 judul 3 judul 3 judul 3 judul 3 judul 15 judul 100 
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Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target 5 

Tahun 

(Renstra) 

REALISASI Total 

Realisasi 

s.d Tahun 

2019 

% 

Realisasi 

Kumulatif 

Terhadap 

Target 5 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

spasial dan 

dokumentasi 

Pemanfaatan 

Ruang Kaw. 

Hutan PKH 

dan PWPH 

ruang kawasan 
hutan ,PKH dan 
PWPH  

 Layanan Internal 
organisasi 

1 Layanan 1 1 1 1 1 1 100 

Dukungan 

Manajemen 

Kegiatan 

RPPWPH 

sesuai 

kerangka 

reformasi 

birokrasi 

untuk 

menjamin 

kinerja yang 

optimal : 

SAKIP dgn 

nilai minimal  

78, 00 ( A) di 

tahun 2019 

Layanan 
perkantoran 
(operasional dan 
pemeliharaan 
kantor) 

1 Layanan 1     

layanan 

1 

layanan 

1 

layanan 

1 

layanan 

1 

layanan 

1 layanan 100 

Tersedianya 

Data Areal 

perhutanan 

sosial Jawa 

Data Areal 
Perhutanan 
Sosial Jawa 

4 Prov    4 Prov 4 Prov 4 Prov  100 

 

 

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan  

1. Jumlah KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan 

KPH 

• Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahun 

berjalan di bandingkan dengan  tahun sebelumnya : 

Tahun 2015 : 109 KPH  
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Tahun 2016 : 100 KPH  

Tahun 2017 : 100 KPH  

Tahun 2018 :   86 KPH  

Sampai dengan tahun 2018, sudah tercapai 400 KPH yang memiliki 

peta penetapan dan kelembagaan KPH dari total target sebanyak 409 

KPH. Jadi masih ada 9 KPH lagi yang belum ditetapkan. Tetapi di 

tahun 2019 ini Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan 

Wilayah yang seyogyanya menetapkan 9 unit KPH justru menetapkan 

sebanyak 20 unit KPH (melebihi target). Adanya perubahan jumlah 

total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan 

wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi. 

Pembentukan wilayah KPH melalui tahapan : 

1. Rancang bangun KPH disusun oleh Gubernur yang merupakan 

Peta delineasi wilayah KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH  

yang selanjutnya di usulkan kepada menteri. 

2. dari rancang bangun KPHP dan KPHL yang diusulkan Gubernur 

selanjutnya disusun Arahan pencadangan KPH oleh Direktur 

Jenderal Planologi Kehutanan, 

3. Berdasarkan dua tahapan diatas Gubernur menyampaikan Usulan 

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri, dan 

4. berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP, Menteri 

menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk 

menyusun konsep Keputusan Menteri dan peta penetapan wilayah 

KPH melalui pembahasan dengan Eselon I terkait. 

5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan konsep 

keputusan Menteri tentang penetapan KPH kepada Sekretaris 

Jenderal untuk ditelaah 

dari aspek yuridis dan selanjutnya menyampaikan konsep 

keputusan kepada Menteri untuk ditetapkan. 
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Berdasarkan Indikator dan target RPJMN Tahun 2015–2019 untuk 

pembangunan KPH  pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan yaitu: 

a. Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH sejumlah 409 KPH yang 

diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH 

karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam 

bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi; 

b. Rencana Pengelolaan KPH sejumlah 409 KPH yang dilakukan 

melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). 

Perkembangan penetapan lokasi fasilitasi KPH dan fasilitasi tata 

hutan dan penyusunan RPHJP melalui BPKH sebagaimana butir 1.a 

dan 1.b sebagaimana pada tabel berikut. 

Indikator Tahun 5015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Sisa 

Peta 

Penetapan dan 

Kelembagaan 

KPH (unit) 

Target 109  100  100  100  8 409  - 

Realisasi 114  100  100  86  20 420  - 

Rencana 

Pengelolaan 

KPH (unit) 

Target 109  100  100  100  11 420  - 

Realisasi 97  39  37  63  23 259 161 

Sumber : Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan , Subdit PWAPSDH 

 

Penjelasan :  

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran: 

Adanya dukungan dana/anggaran dari pihak donor (World Bank) 

melalui Forest Investment Program (FIP) Project II. 

• Penyebab keberhasilan/ kegagalan: 

Penyebab keberhasilan kegiatan berupa kerjasama yang baik antar 

instansi/pihak terkait dan kinerja tim pelaksana terkoordinir dengan 

baik. 
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Adapun penyebab kegagalan adalah adanya perubahan wilayah KPH 

di beberapa provinsi, beberapa usulan perubahan belum selesai 

(dalam proses). 

• Kegiatan  yang menunjang keberhasilan: 

Kegiatan beberapa lembaga donor yang mendukung penetapan KPH, 

antara lain GIZ-Forclime, USAID Bijak, GGI, USPS. 

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja: 

a. Terbitnya SK fasilitasi untuk seluruh unit KPH 

b. SK penetapan lokasi fasilitasi KPH Provinsi Kalimantan Barat 

dan Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses. 

• Upaya perbaikan ke depan 

a. Instansi pusat dan daerah saling bersinergi menuju 

kesepahaman dalam proses pembangunan KPH. 

b. Kegiatan Rapat Koordinasi KPH Nasional serta beberapa 

Workshop Nasional KPH seyogyanya dapat dijadikan 

momentum untuk mendorong optimalisasi kinerja KPH 

sehingga dari tahun ke tahun seluruh wilayah KPH tanpa 

terkecuali semakin bertambah maju. 

c. Acara yang bertaraf nasional dalam hubungannya dengan 

pembangunan KPH, perlu tindak lanjut yang signifikan sehingga 

mampu mendorong keberhasilan KPH dalam pengelolaan 

hutan. Foto Kegiatan Rakornas KPH Tahun 2019 sebagai 

berikut : 
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Gambar 1-3 : Rakornas KPH Tahun  2019  
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2. Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang 

terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi 

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang 

terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit 

kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan 

dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan 

Teknis KHDTK ) yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu 

sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target 

indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% 

dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik (Tabel 14). 

• Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun 

sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: 

Pekerjaan tahun 2019 relatif lebih berat karena penyusunan dan 

penetapan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) mendapatkan 

perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait, sehingga 

perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar 

PIAPS dapat mengakomodir para pihak terkait yaitu :  

1. Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 

2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya 

Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan 

3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan 

4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan 

Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan 
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5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan 

Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan 

6. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan 

7. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan 

8. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

9. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat 

Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 

10. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan 

Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya 

Alam dan Ekosistem 

11. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 

12. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal 

Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 

13. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat 

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan 

14. Perum Perhutani 

 

Tabel 14 : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan pada 

34 provinsi 

NO   PROVINSI  
 ARAHAN PEMANFAATAN (HA)   TOTAL 

LUAS   HA   HT   RE   PIAPS IV  

     

1   Aceh  

          

125.204  

          

234.972    

             

3.834  

          

364.010  

     
2   Sumatera Utara  

          
302.993  

          
462.763    

          
413.027  

       
1.178.783  

     
3   Sumatera Barat  

          
183.705  

           
45.558    

          
511.888  

          
741.151  
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NO   PROVINSI  
 ARAHAN PEMANFAATAN (HA)   TOTAL 

LUAS   HA   HT   RE   PIAPS IV  

     
4   Riau  

          
135.551  

       
1.564.638    

          
453.032  

       
2.153.221  

     

5   Jambi  

           

56.045  

          

680.636  

      

149.807  

          

960.342  

       

1.846.830  

     

6   Sumatera Selatan    

       

1.334.903  

        

85.050  

          

199.160  

       

1.619.113  

     
7   Bengkulu  

          
64.988    

        
60.470  

          
232.251  

          
357.709  

     

8   Lampung    

          

108.909  

        

12.672  

          

101.192  

          

222.773  

     

9  

 Kep. Bangka 

Belitung    

          

266.727    

          

181.460  

          

448.187  

    
10   Kep. Riau        

          
109.589  

          
109.589  

    

11   DKI Jakarta            

    

12   Jawa Barat        

          

299.242  

          

299.242  

    
13   Jawa Tengah        

          
181.133  

          
181.133  

    

14   DI Yogyakarta        

                

843  

                

843  

    

15   Jawa Timur        

          

469.229  

          

469.229  

    
16   Banten        

           
36.096  

           
36.096  

    

17   Bali        

             

3.976  

             

3.976  

 

NO   PROVINSI  
 ARAHAN PEMANFAATAN (HA)   TOTAL 

LUAS   HA   HT   RE   PIAPS IV  

   
18   Nusa Tenggara Barat  

        
28.644  

        
68.590    

      
284.745  

          
381.979  

   
19  

 Nusa Tenggara 
Timur    

        
54.175    

      
519.969  

          
574.144  

   

20   Kalimantan Barat  

   

1.092.030  

   

1.929.852  

   

14.080  

   

1.098.293  

       

4.134.255  

   
21   Kalimantan Tengah  

   
4.040.455  

      
818.946  

  
214.546  

   
1.119.070  

       
6.193.018  

   
22   Kalimantan Selatan  

      
209.181  

      
553.202    

      
106.659  

          
869.042  

   

23   Kalimantan Timur  

   

3.213.340  

   

1.710.635  

   

86.450  

      

274.186  

       

5.284.611  

   
24   Kalimantan Utara  

   
2.164.726  

      
242.185    

      
212.778  

       
2.619.689  

   

25   Sulawesi Utara  

        

26.800  

          

7.500    

        

90.131  

          

124.431  

   

26   Sulawesi Tengah  

      

336.425  

        

73.320    

      

319.323  

          

729.068  

   
27   Sulawesi Selatan    

        
21.430    

      
302.818  

          
324.248  
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NO   PROVINSI  
 ARAHAN PEMANFAATAN (HA)   TOTAL 

LUAS   HA   HT   RE   PIAPS IV  

   
28   Sulawesi Utara    

        
54.280    

      
302.015  

          
356.295  

   

29   Gorontalo    

        

74.146    

        

42.263  

          

116.409  

   

30   Sulbar  

        

30.525  

        

47.610    

        

72.576  

          

150.711  

   
31   Maluku  

      
717.670  

        
66.205    

      
174.208  

          
958.083  

   

32   Maluku Utara  

      

670.041  

        

65.908    

      

110.720  

          

846.669  

   

33   Papua Barat  

   

2.978.978  

        

99.980    

      

571.908  

       

3.650.866  

   
34   Papua  

   
2.503.524  

      
898.645    

   
2.236.174  

       
5.638.343  

 TOTAL LUAS  

  

18.880.825  

  

11.485.715  

  

623.075  

  

11.994.128  

      

42.983.743  
Sumber : Seksi Alokasi dan Pemanfaatan SDH , Subdit Pembentukan Wilayah dan Alokasi PSDH   

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran: 

Alokasi anggaran yang tepat dan memadai 

• Kegiatan  yang menunjang keberhasilan/kegagalan: 

a. Alokasi anggaran yang belum memadai 

b. Input para pihak yang belum optimal 

c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif 

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja: 

a. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam 

penyusunan RPHJP KPHL/KPHP 

b. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam 

proses perizinan pemanfaatan hutan 

c. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam 

pengusulan program Perhutanan Sosial 

d. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam 

penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan. 

• Upaya perbaikan ke depan : 
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- Alokasi anggaran yang memadai 

- Optimalisasi input peran para pihak dalam penyusunan peta arahan 

pemanfaatan hutan (PIAPS) 

- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan 

para pihak terkait.  

3. Seluruh  KPH Terintegrasi dalam RKTN, RKTP, dan RKTK  

• Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan 

dibadingkan dengan capaian target tahun sebelumnya : 

- Kegiatan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan 

RKTN dan RKTP mulai dilaksanakan sejak tahun 2016; 

- Sampai dengan tahun 2016, jumlah KPH yang terintegrasi dalam 

RKTN dan RKTP adalah 205 KPH yang terdiri dari 147 KPH di luar 

Pulau Jawa, 1 KPH di Pulau Jawa dan 57 KPH di wilayah Perum 

Perhutani; 

- Sampai dengan tahun 2017, jumlah KPH yang terintegrasi dalam 

RKTN dan RKTP adalah 332 KPH yang terdiri dari 69 KPHL, 119 

KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional 

dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani; 

- Sampai dengan tahun 2018, jumlah KPH yang sudah terintegrasi 

dalam RKTN dan RKTP adalah 390 KPH yang terdiri dari 97 KPHL, 

149 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman 

Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani; 

- Pada tahun 2019, Pengintegraisan KPH dalam RKTN dan RKTP 

dilakukan terhadap 390 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP 

sah, yang terdiri dari 104 KPHL, 139 KPHP, 49 KPHK Taman 

Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah 

Perum Perhutani; 

- Data blok tata hutan KPH (KPHL dan KPHP) diperoleh dari Sub 

Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi. Dari data tersebut 

selanjutnya dilakukan kodefikasi dan pengelompokan blok tata 
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hutan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada 

KPHL dan KPHP; 

- Hasil dari kodefikasi dan pengelompokan tersebut kemudian 

diintegrasikan dengan arahan ruang kawasan hutan dalam RKTN 

Tahun 2011-2030, dengan melakukan overlay dari kedua data 

tersebut; dan 

- Dari hasil analisis diperoleh data kesesuaian yang didasarkan 

pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 

P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. 

 

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran : 

Penggunaan anggaran cukup efisien dikarenakan adanya dukungan 

pembiayaan kegiatan dai GIZ Forclime. 

 

• Penyebab kegagalan : 

- Terdapat perbedaan target pencapaian pengintegrasian RKTN ke 

dalam KPH (600 KPH) dan target Rencana Pengelolaan (409 KPH) 

untuk tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini menyebabkan 

tidak akan tercapainya target Pengintegrasian KPH ke dalam 

RKTN/RKTP/RKTK; dan 

- Kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP sangat 

tergantung pada ketersediaan dokumen RPHJP KPH dan RKTP 

yag sudah disahkan. Jika dokumen-dokumen tersebut belum 

tersedia, maka kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan 

RKTP tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu komitmen dari para 

pihak utuk menyusun RPHJP KPH dan RKTP sangat menentukan. 

 

• Kegiatan yang menunjang keberhasilan : 
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- Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan 

RKTP; 

- FGD untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah; dan 

- Rapat koordinasi dengan para pihak. 

 

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja : 

Terintegrasinya perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan 

hutan di tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat tapak 

sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan 

kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis. 

• Upaya perbaikan ke depan : 

- Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah; 

- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang menangani 

penyusunan dan pengesahan RPHJP KPH; 

- Meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis 

penyusunan RPHJP KPH dan RKTP; 

- Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk 

mendukung proses penyusunan, pengesahan dan 

pengintegrasian RPHJP KPH dan RKTP dengan RKTN. 

 

• Dokumentasi : 
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Gambar 4. Rapat Penintergasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan 

RKTN di Provinsi Sumatera Barat 

 

Gambar 5. Rapat Penintergasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan 

RKTN di Provinsi Sumatera Barat 
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Gambar 6 dan 7. Rapat Penintergasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP 

dan RKTN di Provinsi Sulawesi Tengah 
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4. Seluruh  KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Indikator seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah 

provinsi sebanyak 600 KPH, dan telah mencapai target dengan capaian 

sebanyak 652 KPH. Dengan demikian kesesuaian target indikator 

kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini melebihi 100% dan 

termasuk dalam kriteria Sangat Baik.  

Terjadinya penambahan jumlah KPH sampai dengan 652 KPH 

dikarenakan pada saat di awal perencanaan penyusunan Restra hanya 

KPHL dan KPHP yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWP. Pada 

perkembangan selanjutnya, jumlah KPHP dan KPHL yang telah 

terintegrasikan sejumlah 529 KPH. Dengan pertimbangan tersebut, 

maka dilakukan pengintegrasian KPHK dalam RTRWP. Pada saat 

perencanaan belum diketahui jumlah KPH tersebut dan baru diketahui 

setelah proses integrasi KPHK ke dalam RTRW yakni sejumlah 108 

KPHK. Angka tersebut masih bersifat sementara dan terbuka, 

kemungkinan akan terus bertambah sesuai usalan dari Direktorat 

Jenderal KSDAE. 

Di awal periode renstra di tahun 2015, KPH yang dapat diintegrasiakn 

dalam RTRWP hanya pada provins-provinsi yang telah memiliki Perda 

Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP). Pada tahun itu, jumlah KPH 

yang provinsinya telah memiliki Perda RTRWP sejumlah 185 KPH.  Pada 

tahun 2016, metode pengintegrasian diubah dengan berdasarkan 

kepada pendekatan pulau.  

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan kegiatan pengintegrasian KPH 

dengan RTRWP karena sesuai dengan perencanaaan yang telah 

ditetapkan, pengintegrasian hanya dilakukan pada KPH yang telah 

beroperasi. Sementara sampai dengan akhir tahun 2019 belum 

diketahui secara pasti jumlah KPH yang telah beroperasi, baik pada 

KPHP, KPHL, maupun KPHK.  Dengan demikian tujuan integrasi untuk 
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membantu pengelola hutan dalam menyiapkan perencanaan hutan 

sudah tidak diperlukan lagui bagi KPH yang telah beroperasi. 

Plaksanaan kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang 

wilayah provinsi paada tahun 2018 mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan tingkat capaian 

pada tahun 2017 sebanyak 208 KPH, tahun 2016 sebanyak 336 KPH 

dan tahun 2015 sebanyak 256 KPH. Meskipun demikian, kesesuaian 

capaian dengan target renstra telah tercapai yaitu sebanyak 652 KPH 

telah terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dari 

target 600 KPH yang direncanakan. 

Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara 

lain: 

- Terjalinnya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan 

eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPHP 

dan KPHL seperti Direktorat KPHP, Ditjen  dan Direktorat KPHL, 

Ditjen BPDASHL sehingga meudahkan dalam pengumpulan data 

terkini dan teraktual terkait dengan kawasan KPHP dan KPHL. 

- Terjalinnya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan 

eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPHK 

seperti Direktorat PIKA, Direktorat KK, dan Direktorat PJLHK, 

sehingga meudahkan dalam pengumpulan data terkini dan teraktual 

terkait dengan kawasan KPHK. 

- Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), 

finanasial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki 

kualifikasi teknis dibidang Perencanaan dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) merupakan faktor yang menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial 

dan tools pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya. 
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Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara 

lain: 

- Adanya rapat internal untuk persiapan pelaksanaan guna mendukung 

kelancaran kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang 

wilayah provinsi. 

- Adanya rapat dengan para pihak terkait rencana dan pembahasan 

hasil integrasi KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. 

Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kegaitan 

adalah tersedianya atlas pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang 

wilayah provinsi yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan 

pembangunan KPHK lebih lanjut. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Dokumentasi Kegiatan Pengintegrasian KPHK dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi. 
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5. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan 

KPH 

Indikator Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan 

KPH sebanyak 4 provinsi dan telah mencapai target dengan capaian 

sebanyak 4 provinsi. Dengan demikian kesesuaian target indikator 

kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan 

termasuk dalam kriteria Sangat Baik.  

• Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun 

sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: 

Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan 

Kelembagaan KPH dalam kurun Renstra 2015 – 2019 hanya ada di 

tahun 2019.  

Bentuk kegiatan ini berupa koordinasi dalam rangka pengelolaan dan 

penguatan kelembagaan KPH di 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan 

Barat, Papua, Riau, Sumatera Utara. Pada kegiatan ini juga dilakukan 

revisi terhadap P.6 / 2010 menjadi Pedoman Pengelolaan KPH. 

• Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal 

antara lain: 

Adanya dukungan dana dari Project II FIP serta pelaksanaan kegiatan 

yang sesuai dengan rencana serta target pencapaian output kegiatan. 

• Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini 

antara lain: 

Dibentuknya Tim Review Peraturan Perundang-Undangan Terkait KPH 

yang menyusun draft revisi P.6 Tahun 2010 menjadi Pedoman 

Pengelolaan KPH, yang anggotanya berasal dari Kementerian LHK 

maupun beberapa dari lembaga donor (GIZ, USAID Bijak). 

Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kegiatan adalah 

draft Pedoman Pengelolaan KPH. 
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6. Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Yang 

Memenuhi Syarat dan Ketentuan diproses penerbitan izinnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku  

a. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan  

• Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun 

sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: 

Pelaksanaan pekerjaan dari tahun ke tahun cenderung tetap, 

perbedaan di setiap tahun adalah kegiatan tahunan yang dilakukan 

(penyerapan anggaran) yang merata di sepanjang tahun 2019. 

Proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan , Proses Kerjasama 

Penggunaan Kawasan Hutan, Proses IPPKH melalui Lembaga  OSS, 

dan Proses IPPKH melalui non OSS sebagai mana terlampir pada 

Lampiran 5 

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran: 

Program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, program sesuai 

dengan SDM yang ada. 

• Penyebab keberhasilan  dan  kegagalan: 

Keberhasilan : Semangat Kerja, focus dan integritas yang tinggi; 

sarana dan prasarana memadai,dan kualitas SDM yang baik. 

Kegagalan : Volume pekerjaan tidak sebanding kuantitas SDM yang 

ada. 

• Kegiatan  yang menunjang keberhasilan : 

Pelatihan keterampilan bagi SDM, dukungan pimpinan, sarana 

prasarana lengkap.  

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja: 

Proses perizinan terlayani maksimal dengan adanya perbaikan system 

dalam pelayanan, dan revisi peraturan terkait Penggunaan Kawasan 

Hutan. 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerimtah  DIT-RPP 2019(LKjIP) 
41 

• Upaya perbaikan ke depan : 

Peningkatan keterampilan SDM melalui Pelatihan, time schedule untuk 

setiap program kerja, sarana prasarana memadai (contoh : kondisi 

ruangan yang sejuk, printe/plotter/PC computer dapat digunakan 

dengan baik, ketersediaan ATK lengkap dan penambahan SDM yang 

disesuaikan dengan Volume pekerjaan. 

b. Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan 

Kawasan Hutan Minimal 80% 

• Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari 

Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) 

     Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi 

yang luas  kawasan hutannya di atas 30% dari luas Daerah 

Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dengan 

kompensasi membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman 

dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan 

untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, 

dengan rasio 1:1 (satu berbanding satu). Sampai dengan 31 

Desember 2019 jumlah transaksi pembayaran PNBP-PKH 

sebanyak 1.153, pembayaran PNBP disetor langsung ke Bandara 

Umum Negara (BUN) melalui aplikasi online SIMPONI yang dapat 

diakses pada alamat website :www.simponi.kemenkeu.go.id. 

Oleh karenanya monitoring terhadap pembayaran yang telah 

dilakukan oleh pemegang IPPKH sebagai Wajib Bayar (WB) 

PNBP-PKH dapat dilakukan secara online. 

   Target pendapatan PNBP-PKH tahun 2019 sebesar Rp. 

1.164.514.574.450,- dan realisasinya sebesar Rp. 

2.121.568.893.935,- (182,18%) berasal dari IPPKH untuk sektor 

pertambangan sebesar Rp. 2.081.907.903.598,- dan IPPKH 

untuk sektor non tambang  tahun 2019 sebesar Rp. 
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29.660.990.337.,- dari realisasi tersebut terdapat  pembayaran 

dimuka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp. 3.711.439.500,- 

• Permasalahan Penatausahaan PNBP-PKH 

Dalam P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, pengelolaan PNBP-PKH tidak ada di Direktorat 

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen 

PKTL), namun demikian sesuai dengan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.443/MenLhk-

Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penugasan 

Pengelolaan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), 

menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

pengelolaan PNBP yang berkaitan dengan Penggunaan Kawasan 

Hutan. Penatausahaan PNBP-PKH dilaksanakan oleh Direktorat 

Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayan Pengelolaan 

Hutan  dalam hal ini Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi 

dengan segala keterbatasannya, yaitu :  

1) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk 

melaksanakan tugas penatausahaan PNBP-PKH dibandingkan 

dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaan pembayaran 

PNBP-PKH nya 

2) Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dan 

memperlancar kegiatan panata usahaan PNBP-PKH 

3) Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran 

PNBP-PKH 

4) Belum dilakukan penyesuaian aturan terkait penatausahaan 

PNBP-PKH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: SK.443/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 

Oktober 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP 



Laporan Kinerja Instansi Pemerimtah  DIT-RPP 2019(LKjIP) 
43 

5) Belum dapat menggunakan sebagian pendapatan PNBP-PKH 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penatausahaan 

PNBP-PKH. 

7. Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan 

Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 

• Perbandingan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya 

dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: 

Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi 

Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan 

dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan update terbaru 

yang lebih kompleks dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran: 

Bantuan dana dari kerjasama internasional dalam rangka sosialisasi 

dan bimbingan teknis pengisian data kepada para walidata untuk 

mengupdate data ke SINPASDOK KPH+ di 3 lokasi. 

• Penyebab keberhasilan: 

Sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian data kepada para walidata 

 untuk  mengupdate data ke SINPASDOK KPH+ 

• Faktor  yang menunjang keberhasilan : 

- Komitmen ASN 

• Faktor  yang menunjang kegagalan: 

- Kurangnya fasilitas hardware seperti server dan jaringan internet 

yang cepat untuk mendukung kelancaran updating data. 

- Kurangnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (terutama di 

wilayah Indonesia bagian timur) untuk melatih para walidata 

untuk mengupdate data ke sistem informasi 

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja: 

Kompleksitas, keterbaharuan dan validitas data 

• Upaya perbaikan ke depan 
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- Pengajuan tambahan anggaran untuk pengadaan hardware dan  

menyampaikan keluhan tentang jaringan internet ke Pusdatin 

- Pengajuan anggaran untuk bantuan dana dari NGO atau 

kerjasama internasional 

8. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat 

Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan 

Hutan  ( Layanan Perkantoran ) 

Indikator kinerja tersebut terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan 

perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan 

layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan 

untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria 

Sangat Baik.  

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 

Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan bidang keuangan, 

anggaran, pelaporan,  penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan 

dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan 

tata persuratan, pengeloaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, 

serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat. 

 

Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya 

dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra :  Kegiatan 

layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 relatif sama yaitu kegiatan 

penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan / perbaikan 

peralatan kantor.  

 

Kendala yang seringkali dihadapi dalam rangka layanan perkantoran yaitu 

dikarenakan kondisi peralatan yang sudah mulai mengalami kerusakan 

dan perlu perbaikan dan seringkali menghambat pekerjaan. Namun kami 
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tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan tepat waktu. 

Upaya  kedepannya, kami akan mengusulkan rencana pembelian 

peralatan kantor untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran supaya 

kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

9. Data Areal Perhutanan Sosial Jawa 

Pelaksanan kegiatan ini telah berjalan selama 2 tahun , yaitu tahun 

2018 dan 2019, dengan target tiap tahunnya sebanyak 4 provinsi : yakni 

Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengan dan Jawa Timur. Indikator 

kinerja data Perhutanan Sosial Jawa masing-masing tahun telah tercapai 

sesuai target yaitu sebanyak 4 Provinsi per tahun yaitu provinsi yang 

termasuk pada wilayah kerja Perum Perhutani. Dengan demikian 

kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini 

sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria sangat baik   

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan terhadap skema 

perhutanan sosial yang sesuai dimplementasikan di Pulau Jawa 

sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor: 

39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah 

Kerja Perum Perhutani. 

• Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan 

sosial Jawa disebabkan beberapa hal antara lain: 

- Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), 

finanasial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang 

memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan, Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dan survey terestis merupakan faktor 

utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, 

adanya dukungan finansial dan peralatan seperti ketersediaan 

alat GPS (Global Position System), drone, dan instrumen 

pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya. 
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- Terjalinnya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan 

dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, 

Ditjen PSKL, Perum Perhutani,  instansi terkait di daerah, dan 

para pihak lainnya lainnya. 

• Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

penyediaan perhutanan sosial Jawa, antara lain: 

- Adanya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum 

pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

kegiatan pengumpulan data. 

- Adanya Evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. 

- Adanya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. 

- Adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhutanan sosial 

dengan menghadirkan narasumber yang tepat dengan 

mengundang kelompok tani/pemegang ijin perhutanan sosial 

dan pendamping. 

Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kegaitan adalah 

tersedianya data perhutanan sosial wilayah jawa berupa data penutupan 

lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan 

skema-skema perijinan Perhutanan Sosial. 

Upaya kedepan berupa tertibnya penjadwalan dan penentuan lokus 

kegiatan penyediaan data Perhutanan Sosial sehingga kegiatan berjalan 

lebih efektif dan efisien. 
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Gambar 9 sd  11 : Dokumentasi kegiatan perhutanan sosial Jawa 

10. Forest Investment Program Promoting Sustainable 

Community Based Natural Resource Management and 

Institutional Development Project  

• Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun 

sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: 

- FIP Proyek II yang menjadi tanggung jawab Komponen 1 yaitu 

penguatan, pengembangan, penyempurnaan atau revisi regulasi 

dan kebijakan untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH. 

Tahun kerja 2017 kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  Dialog 

Antar Kementerian/Lembaga untuk membangun visi bagi 

pembangunan dan operasionalisasi KPH dan seri FGD untuk 

memperoleh bahan guna memperkaya usulan revisi PP 44/2004; 

PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 35/2002. Hasil DAKL & 3 FGD 

ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen PKTL No. S. 

237/PKTL/Ren/Pla.0/3/2018 tanggal 7 Maret 2018 yg ditujukan 

kepada Sekjen KLHK dan tembusan kepada Dirjen PHPL, Dirjen 

PSKL dan Dirjen PDAS HL. Isi surat Dirjen PKTL yaitu bahan guna 

memperkaya usulan revisi PP 44/2004; PP 6/2007 jo PP 3/2008 

dan PP 35/2002.  
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- 2018 melaksanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan 2017, untuk 

penguatan, pengembangan, penyempurnaan atau revisi regulasi 

dan kebijakan untuk pembangunan dan oprasionalisasi KPH 

digunakan metoda Workshop dan FGD baik regional maupun 

nasional. Realisasi kegiatan   komponen 1 sebesar 85 % (baik), 

secara ringkas capaian disajikan pada table  sebagai berikut : 

Tabel   Realisasi Kegiatan Komponen 1 

No 

Kemajuan Komponen 

Kegiatan 2018 
 

Realisasi 2018 
 

1 1.1.2 Pengembangan 
Efektivitas 
Pengukuhan 
Kawasan Hutan dan 
Penggunaan Hutan 

� WS : Regional Sumatera ( Pangkal Pinang, 27 April); 
Regional Kalimantan, Sulawesi & Bali – Nusa Tenggara 
(Mataram, 26 juli); Nasional (Yogya, 27 Agustus). 

� Peserta: Dishut Prop, 10 KPH target, perwakilan KPH 
dan BPKH 

� Hasil : Konsep Manual Identifikasi Penguasaan Tanah 
Dalam Kawasan Hutan oleh KPH 

2 

1.1.3 Pengembangan 
Mekanisme 
Pembiayan APBN dan 
APBD untuk 
pembiayaan KPH 

� WS 1 kali (Jakarta, 1 November) 

� Peserta: KPH, BAPPEDA Prop, Dishut 

� Hasil : rumusan bahan usulan / rekomendasi 
penyusunan modul Integrasi Pembangunan & 
Operasionalisasi KPH ke dalam RPJMD 

3 

1.1.4 Perbaikan dan 
perubahan peraturan 
pemerintah untuk 
penggunaan 
keuangan Negara 
 

� WS 1 kali (Jakarta, 31 Oktober)  

� Peserta: KLHK (Dit ITPHH, Biro Keu, Biro Perencanaan), 
Kemendagri (Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen 
Bangda). BAPPENAS  

� Hasil : penyempurnaan & pengembangan bahan usulan 
revisi PP 35 Tahun 2002 tentang DR 

4 
1.1.5 Pengembangan 
Kebijakan Tingkat 
Masyarakat di KPH 

� WS di 7 KPH (21 sd 24 November); WS Nasional 1 kali ( 
Mataram, 26 Juli) 

� Peserta: Kelompok Tani Hutan, Dinas Koperasi & Usaha 
Mikro Kabupaten, Pedagang Hasil Bumi, KPH, BAPPEDA 
Kabupaten. 
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No 

Kemajuan Komponen 

Kegiatan 2018 
 

Realisasi 2018 
 

� Hasil: rumusan bahan usulan / rekomendasi kebijakan 
tingkat masyarakat di KPH : Fasilitasi KPH dalam 
perizinan masyarakat; pengaturan, pemanfaatan, 
peredaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan; Bagi hasil 
antar pihak; Kerjasama KPH dengan BUMDes /BU 
lainnya. 

 

5 1.1.6 Review dan 
perubahan PP.6/2007 
serta peraturan lain 

Tidak terealisir 

6 

1.1.7 Pengembangan 
Sistem Monitoring 
dan Pelaporan 
Pemegang Lisensi di 
KPH  

� WS 1 kali (Jakarta, 14 Desember) 

� Peserta: Narasumber, Dinas Kehutanan, KPH 

� Hasil : Konsep Permen LHK tentang Pedoman 
Pemantauan & Laporan Pemegang Ijin di KPH 

7 
1.1.8 Penetapan KPH 
sebagai PPK BLUD 

� WS 2 kali (Jakarta, Oktober dan 13 Desember) 

� Peserta: Narasumber, Dinas Kehutanan, KPH 

� Hasil: konsep Manual / Lesson Learned Pengusulan 
UPTD KPH menjadi UPTD KPH BLUD 

 

 

- Tahun 2019 serapan anggaran mencapai  Rp. 3,916 milyar ( 93 %), serapan 

dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :  

a. Workshop dengan topik dari kegiatan 1.1.3, 1.1.5 dan 1.1.8 di hotel 

Royal Ambarukmo Yogyakarta,  pada tanggal 25 Juli 2019. 

b. FGD dengan topik dari kegiatan 1.1.3, 1.1.5 dan 1.1.8 di hotel Menara 

Peninsula Jakarta  (26, 27 dan 28 November 2019) 

c. Jasa Konsultan dengan output: Konsep manual integrasi program 

pembangunan KPH ke dalam RPJMD, Identifikasi dan mereview NSPK 

yang ada, dan menyusun rekomendasi arah perubahan / 

penyempurnaan NSPK dengan mempertimbangkan pengaturan pad UU 
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23 tahun 2014, Hasil review aspek legal, aspek kehutanan dan aspek 

kelembagaan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat, Hasil 

review aspek tenaga kerja lokal terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk 

Masyarakat  dan menyusun Konsep manual untuk optimasi tenaga 

kerja lokal pada kegiatan usaha / produksi di KPH, Hasil review aspek  

pinjaman usaha kehutanan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk 

Masyarakat  dan menyusun Konsep prosedur KPH sebagai fasilitator 

dan penjamin bagi Kelompok Tani Hutan yang mengajukan kredit 

pinjaman kepada BLU 

d. Selain dana HLN Murni 2019, juga terdapat Dana luncuran DANIDA 

2018 (berlaku Januari 2019 sd Juni 2019) untuk melaksanakan:  

� Study Banding ke Divisi Regional I PERUM PERHUTANI 

Jawa Tengah, di Semarang (29 April sd 1 Mei 2019).  

� Pelatihan Penyusunan Persyaratan Administrasi UPTD 

KPH sebagai BLUD di Solo (2 sd 3 Mei 2019) 

� Workshop Perencanaan Pengelolaan Hutan Dalam Upaya 

Membangun UPTD Perencanaan Hutan di Semarang (24 - 

26 Juni 2019) 

Rincian sebagaimana tabel berikut: 
Tabel  Realisasi Keuangan dan Kegiatan   Komponen 1 – sd November 2019 

Sub 

Kompo
nen 

Kegiatan Rencana Realisasi Keterangan 

1.1.3 Pengembangan 

Mekanisme 
Pembiayaan 

APBN & APBD 
untuk 

Pembangunan 
KPH (1.1.3) 

495.390 482.589,637 � Workshop     Topik 1 di 

Yogya (25 Juli 2019)  
� FGD di Jkt (26 

November 2019) 

1.1.5 Pengembangan 

Kebijakan untuk 
level Masyarakat 

(1.1.5) 

2.403.800 

 

2.244.088,637 

 

� Workshop     Topik 2 di 

Yogya (25 Juli 2019)  
� FGD di Jkt (27 

November 2019) 

1.1.8 Pembentukan 

KPH sebagai 
BLUD (1.1.8)  

1.307.310 

 

 
1.721.000 

1.189.648,400 

 

 
1.325.000 

� Workshop     Topik 3 di 

Yogya (25 Juli 2019)  
� FGD di Jkt (28 

November 2019) 
 

� Studi banding ke 
Perhutani, Pelatihan 

BLUD dan WS 
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Sub 

Kompo
nen 

Kegiatan Rencana Realisasi Keterangan 

Perencanaan 
Pengelolaan Hutan 

(April, Mei & Juni 
2019). Dana DANIDA 

2018 yang 
diperpanjang sd Juni 

2019 

 Jumlah 4.206.500 3.916.326, 674 93% 

 

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran: 

- Penggabungan beberapa kegiatan worksop atau FGD dengan 

kegiatan lainnya. Efisiensi yang didapat yaitu penghematan uang 

transport peserta workshop / FGD dari daerah ke pusat.  

• Penyebab kegagalan: 

- Keterlambatan rekrutmen konsultan individu ( proses lelang harus 

diperpanjang karena kekurangan peserta lelang)  

- pelaksanaan beberapa workshop digabung, maka mengurang 

biaya transport dan akomodasi;  

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja 2018  

� Hasil kegiatan Komponen 1 pada 2019 yaitu tersusunnya 

konsep manual/alat kelengkapan kerja/toolkit dan rumusan 

atau rekomendasi sebagai berikut:   

1) Konsep manual integrasi program pembangunan KPH ke 

dalam RPJMD. 

2) Identifikasi dan mereview NSPK yang ada, dan menyusun 

rekomendasi arah perubahan / penyempurnaan NSPK 

dengan mempertimbangkan pengaturan pad UU 23 tahun 

2014 
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3) Hasil review aspek legal, aspek kehutanan dan aspek 

kelembagaan terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk 

Masyarakat antara lain :  

a. Perhutanan Sosial, Kerjasama dan Kemitraan di KPH;  

b. Bagi Hasil Kerjasama & Kemitraan usaha pemanfaatan 

hutan di KPH;   

c. Penguatan Kelembagaan dan SDM di KPH 

1) Hasil review aspek tenaga kerja lokal terhadap 

Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat  dan 

menyusun Konsep manual untuk optimasi tenaga 

kerja lokal pada kegiatan usaha / produksi di KPH 

2) Hasil review aspek  pinjaman usaha kehutanan 

terhadap Kebijakan Tingkat KPH untuk Masyarakat  

dan menyusun Konsep prosedur KPH sebagai 

fasilitator dan penjamin bagi Kelompok Tani Hutan 

yang mengajukan kredit pinjaman kepada BLU 

 

� Capaian terhadap Outcomes : 

� Pengaturan UPTD KPH secara fungsional harus merealisir praktek 

pengelolaan hutan lestari dengan prestasi nyata di lapangan 

yaitu tegakan hutan berkualitas, pendapatan masyarakat 

meningkat dan investasi kehutanan meningkat.  

� Masyarakat sebagai subyek dalam operasionalisasi UPTD KPH 

melalui Program Perhutanan Sosial dan kegiatan usaha tani 

hutan perlu pengaturan bagi hasil yang adil sesuai dengan 

potensi resiko yang ditanggungnya.  

� Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) merupakan kegiatan 

investasi pemerintah wajib berada di dalam areal kerja di KPH. 
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� Dalam sistem akuntansi yg sedang dikembangkan, tegakan 

hutan dikategorikan sebagai aset biologi (biological asset), 

maka pembiayaan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) dari belanja 

barang menjadi belanja modal. Untuk itu perlu diatur 

mekanisme hibah tanaman RHL hibah agar dapat menjadi aset 

UPTD KPH. 

� Anggaran pemerintah sangat terbatas, investasi masyarakat 

perlu dijamin keamanan investasi dan kepastian usaha pada 

usaha kehutanan. 

� Untuk mengatasi keterbatasan SDM, pembiayaan dan data 

informasi serta untuk kemandirian UPTD KPH perlu 

mewujudkan sebagai UPTD KPH BLUD.  

� Merangkai mata rantai hubungan Pusat, Provinsi dan UPTD KPH 

dalam hubungan kewenangan, tupoksi, SDM, keuangan, 

pengawasan dan pemanfaatan SDH. 

� Dengan disusunnya konsep – konsep manual/petunjuk kerja/alat 

kelengkapan kerja/toolkit, maka UPTD KPH dapat mendukung 

pelaksanaan praktek pengelolaan hutan lestari.  

• Upaya perbaikan ke depan 

Terhadap hasil kegiatan tahun 2019, kegiatan yang direncanakan 

pada tahun berikutnya yaitu dilakukan serangkaian kegiatan melalui 

rapat, FGD dan workshop. Rapat/FGD/WS tersebut untuk lebih banyak 

pemangku kepentingan yang berpartisipasi untuk berkontribusi dalam 

penyusunan konsep konsep manual/petunjuk kerja/alat kelengkapan 

kerja/toolkit dan rumusan atau rekomendasi suatu kebijakan. 

  

11. Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP  

Indikator Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP sebanyak 15 

provinsi (50 peserta) dan telah mencapai target dengan capaian 
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sebanyak 7 (tujuh) provinsi (47 peserta). Dengan demikian kesesuaian 

target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 

94 % dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.  

• Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun 

sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra: 

Tahun 2015 s/d Tahun 2018, kegiatan untuk meningkatkan 

kemampuan personel KPH maupun BPKH dalam penyusunan RPHJP 

berbentuk Lokalatih Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, bentuk kegiatan ini lebih bersifat semacam 

pelatihan dengan materi-materi yang terkait untuk penyusunan 

RPHJP KPH. 

Sedangkan tahun 2019 bentuk kegiatannya berupa pembahasan 

RPHJP per Bab dengan dipandu tim penilai RPHJP dari eselon I KLHK 

terkait. Selanjutnya peserta diminta untuk melakukan self 

assessment atau peer assessment terhadap draft dokumen RPHJP 

masing-masing, untuk kemudian diberi arahan, tips  dan masukan 

untuk perbaikan oleh tim penilai RPHJP. 

• Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal 

antara lain: 

Provinsi yang terdapat banyak KPH yang belum menyusun RPHJP 

lebih diutamakan, sehingga pertimbangan pemanggilan peserta bukan 

berdasar target provinsi melainkan jumlah KPH terbanyak dalam suatu 

provinsi yang belum/dalam proses  menyusun dokumen RPHJP. 

• Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini 

antara lain pihak BPKH mengundang Pihak Direktorat Rencana 

Penggunaan dan Pembentukan Wilayah untuk melaksanakan kegiatan 

penilaian RPHJP di daerah. 

• Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kegiatan 

adalah tersusunnya RPHJP sesuai dengan P.5/VII-WP3H/2012 

tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Pada Tahun 2019, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang dalam DIPA Tahun 2019 

yang telah disahkan tanggal 5 Desember 2018, yang terdiri dari sumber dana 

APBN sebesar Rp.8.830.186.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar 

Rp.32.883.150.000,-. Namun pada tahun berjalan terdapat revisi anggaran 

DIPA menjadi Rp. Rp.49.242.011.000, sesuai DIPA   Revisi 5 Tanggal 19 

Desember 2019  yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar   Rp. 

9.030.186.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 40.211.825.000,-.  

 Sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi anggaran yang telah 

digunakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan adalah sebesar 78,38% dan capaian kinerja rata2 

100%, dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan 

sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Hal 

ini disebabkan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan memiliki 2 (dua) sumber anggaran yaitu APBN dan HLN 

dengan rincian sebagai berikut : 

Pagu APBN :  

1. Jumlah Pagu Anggaran Rp. 9.030.186.000,- 

2. Realisasi Anggaran (Netto) Rp. 8.860.401.869,- (98,12 %) dan Fisik 

99,98 %. 

Sedangkan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri  dengan rincian : 

1. Jumlah Anggaran Rp. 40.211.285,000- 

2. Realisasi Anggaran Rp. 29.737.966.747,- (73,95%) dan Fisik sebesar 

88,04% 

kegiatan  HLN terdapat  deviasi keuangan   sebesar 26,05%. Ada beberapa  

kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal dikarenakan  

pelaksanaan kegiatan tergantung Annual Work Planning /AWP) dari Bank 

Dunia 
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Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, 

sebagai berikut: 

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan 

sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, khusus 

untuk bantuan Hibah Luar Negeri proses pencairan anggaran 

tergantung Annual Work Planning (AWP) dari Bank Dunia. 

2. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan 

terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya, 

3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis, 

administrasi dan verifikator keuangan. 

4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS. 

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut antara lain : 

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana 

kegiatan. 

2. Perlunya membuat tata waktu penyelesaian SPJ. 

3. Pengusulan penambahan staf administrasi dan verifikator keuangan. 

4. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung 

jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai 

kemampuannya. 

5. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli 

dalam mengoperasikan GIS. 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan 

penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan 

konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada 

pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan “berapa besar 

kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan 

yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”. 

 SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-

masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri 

merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta 

melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system 

dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih 

independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. 

 Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada 

tahun 2018 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 78,54 dengan kategori 

BB (SANGAT BAIK), yang bermakna perlu sedikit perbaikan.  

 Beberapa hal yang harus diperbaiki adalah Laporan Kinerja Tahun 

2018 yang perlu disempurnakan agar lebih informatif. Rekomendasi 

perbaikan ini telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Direktorat Rencana, 

Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Untuk itu 

diharapkan pada tahun 2019 Direktorat Rencana, Penggunaan, 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP 

yang lebih besar atau minimal sama.  

 Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi 

anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan, 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap 

IV. PENINGKATAN PENINGKATAN PENINGKATAN PENINGKATAN 
AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS 
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bulan dengan menginput data capaian keluaran/output online melalui 

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu 

Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan 

penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan 

penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan online melalui aplikasi 

e-Monev (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas. 
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Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana, 

Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, dimana Rencana 

Kerja Tahun 2019 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2019 yang memuat 

rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit 

kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2019 

dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam 

Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1.  Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, 7 (tujuh ) sasaran 

kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan 

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai 

nilai kinerja ’Sangat Baik’  hal ini terlihat dari 11 unit kegiatan yang 

tercapai rata-rata capaian outputnya 100%  dengan realisasi anggaran 

(netto)  78,38%.  

2.  Tercapainya kategori ”Sangat Baik” ini diharapkan dapat 

dipertahankan mengingat pada tahun 2019 ini sudah ditetapkan 

kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai 

untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta 

akuntabel. 

3.  Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap 

perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum 

dalam dokumen rencana Kerja pada tahun yang bersangkutan, 

sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut 

merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran 

dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan. 

V.V.V.V. PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP 
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